Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SIBOLGA,

bahwa ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor
11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, perlu
disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan sarana yang ada pada
saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir
ditepi Jalan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3186);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
3148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM : 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir Umum;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penunjukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

Pasal |

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 1998 tentang
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 1998 Nomor
13), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur besarnya Retribusi Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :
a. Parkir Kendaraan Roda 8 / 1 kali parkir Rp. 3.000,-
b. Parkir Kendaraan Roda 6 / 1 kali parkir Rp. 2.000,-
c. Parkir Kendaraan Roda 4 / 1 kali parkir Rp. 1.000,-



d. Parkir Kendaraan Roda 2 / 1 kali parkir Rp. 500,-
(2) Besarnya Retribusi Parkir berlangganan untuk 1 (satu) unit kendaraan sebagai berikut;

a. Sepeda Motor sebesar ...........cccooiiiiieis e, Rp. 10.000,- / bulan

b. Taksi, Mobil pribadi dan sejenisnya sebesar ........... Rp. 25.000,- / bulan

c. Truk dan sejenisnya sebesar ...........ccccvvvvvvvveeeeennen. Rp. 50.000,- / bulan
Pasal ll

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Januari 2008

WALIKOTA SIBOLGA,
Dto
SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal Februari 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA

Dto.

DAHWIR NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2008 NOMOR 2



